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DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah S.W.T, karena hanya dengan limpaha
dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utam:

Pendidikan Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar
PER/0O9/M PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedomar
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pe

dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi

yang  ciperlukan dalam menyelenggarakan = manajemen Kinerja secs

serta  ciperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suat!
dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan pe:

akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama yang termu

dokumen ini harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai,
menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dar

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung B

disusun menggunakan indikator keluaran (output) berdasarkan tujuan da:
yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat ke

atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pih

berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar 3elakang

Dalam  kerangka pembangunan good governance, kebijekar
pemerinten adalah ingin  menjalankan pemerintahan yang berorien
hasil  (rzsult ocrientea government!). Qutput merupekean hasil lang
program-p-rogram atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat
sarana, Dbarang dan jasa pelayanan. Sedang<an  outcome

berfungsi-ya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga m
manfaat. Dutput dan outcome inilah vang dipandang sebagai kinerja.

Sehubunygan dengan itu maka sistem akuntabilitas kineja instansi ¢
yang telelr dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good govern
sekaligus esult oriented government, oeriu terus dike
dan informast Kinerjanya diintegrasi<an ke dalam sistem pengangg
pelaporar sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentarg

Negara can UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaliaraan Ne

berbaga: -eraturan perundangan di bawahnya.

Salah sat.: upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka pene
pemerinté 1an yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara M
PER/C9/M PAN/S/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedomet
Penetapea::  Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi P
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaar Aparatu
Indikator ~inerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran ke
dari  suatu tujuan  dan  sasaran strategis organisasi  Setiap
pemerint: 1 wajib menetapkan Indkator Kinerja Utama (IKU) szca
untuk tussan dan sasaran strategis  untuk  masing-masing  tingkate

secara ienenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instans pemerint
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selaras antar tingkatan urit organisasi meliputi indikator kinerja keluare

dan hasil (outcome).

Indikator tinerja Utama Dinas Pendidkan Kabupaten Lampurg Barat 3
disebut se:bagai IKU Dinas Pendidikan Lampung Barat merupakan ukuran ke
dari tujua: dan sasaran strategis dinas dengan melihat hal ut
yang ak:n diwujudkan, untuk mewujudkan apa dinas dibentuk serta
menjadi core area/business yang  tertuang dalam tugas dan fur

kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.

B. Tujuin Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Tujuan c-etapkannya indikator kinerja utama bagi setizp instansi p

adalah .

1. Untuk  memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperiuk
menyeiznggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaiarn suatu it
sasaran strategis organisasi yarg digunakan untuk perbaikai
cgan peningkatan akuntabilitas kinerja.

B. Landasan Hukum

Peraturar perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan |

Pendidiken Lampung Barat adalah sebagai berikut.:

1. Undarg-Undang Nomor 6 Tahur 1991 tentang Pembentukan k
Daera- Tingkat Il Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik
Tahur 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomo: 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor

2. Undarg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (
Negar: Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Negar: Republik Indonesia Nomaor 4286);

3. Undarg-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Per
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta
Nomo: 104, Tambahan LLembaran Negara Republik Indcnesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintar
(Lemb:zran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 1

s nut)
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B.

Lemb:ran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana te
beber:pa kali terakhir dengan Undang — Undang Momor 12 Ts
{Leml:aran Negara Republik Indonesia Tahun 20C8 Ncmor 59, -
Lemb:ran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

Undang - Undang Ncmor 33 Tahun 2004 tentang Ferimbangan
antare Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dasrah (Lembara
Repub ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembare
Repubrik Indonesia Nomor 4388),

Perat.i-an Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Daeraty (Lembaran Negara Republik indonesia Tarun 2005 Nc
Tamb:han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr 4578);
Perat.:ar Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Ket:
Kinerj: Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahur 27
25 Te nbahan Negara Republik Inconesia Nomor 467 4);

Perat..-an Pemerintah Nomor & Tahun 2008 tentang Tahapan, ~
FPenyitsunan,  Pengendalian  dan Evaluasi  Pelaksanaan
Pemb.:ngunan Daerzh. (Lembaran Negara Republik Indonesia T3
Nomc -~ 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Incornesia Nomor ¢
Perati.an  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar:
09/M.I-AN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Ind kator Kinerja

Lingkt 1gan Instansi Pemerintah;

Peratt ‘an  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negar:

20/M.I"'AN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indkator Kinerja Ut

Feratt ‘an Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Fem

Jangk: Menengah Daerah Kabupaten Lampung Bara: Tahun 2017-2(

Sist:matika

Adapun sistematika penyusunan IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Lam?

ini adalal sebagai berikut :
BAB | Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikatc
utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kine

serta landasan hukum
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BAB Il

BAB il

BAB IV

BAB V

Pengertian Indikator Kinerja

Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja u
Gambaran Umum

Berisi gambaran umum Dinas Pendidikan Kabupate:
Barat meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi s
xebijakan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama

Berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan
Lampung Barat
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BAB I
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Daiam rangka pengukuran dan peningkatan kinesja serte
meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintan, maxa

insiansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerje Utama (1

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemre
ad.iah menentukan apa yang mejadi  kinerja utams dari ir
pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi aclala
uteéina yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan.
untik mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk,
menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan

serta kewenangar utama instansi pemerintah.

De-gan demikian kinerja utama terkandung dalam tujua-
sa:aran strategis  instansi  pemerintah, sehingga KU ¢
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sc
stz"egis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU cigu
sel-agai  ukuran keberhasilan dari instansi pemerinteh

ber:angkutan.

Dergan ditetapkannya IKU, instansi pemerintah dapat rengunak
unt .k beberapa dokumen, antarz lain

1. Perencanaan Jangka Menengah

2. Perencanaan Tahunan

3. Perencanaan Anggaran

4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja

5. Fengukuran Kinerja

o))
v

5. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
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7. :.valuasi Kinerja Instansi Penerintah
8. “emantauan cdan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Progrs

~.eglatan
B. . angkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utarna

Daam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-|
kel ati - hatian, kecermatan, keterbukaan, dar transparansi
me -ghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi se
eseion IVSKPD/Unit kerja mandiri sekurang- kurangnya menggu

ind-i.ator keluaran (output).

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja,
lan::kah- langkah yang umum dalam penetapan IKU instansi peme

daj. 4t dijelaskan melalui gambar berikut :
C. 3umber Data Kinerja

Berasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat

mejad data primer dan data sekunder.

Datv Primer adalah data knerja yang diperoleh langsung
resconden. Data kinerja  sekunder adalah  data  kinerja
diperoleh secara  tidak  langsung dari resporden tetar

pihaik/instansi lain.
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BAB I

GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG: -

A. Visi ¢an Misi Dinas Pendidikan Kab.Lampung Barat

Visi  Dinzs Pendidikan Kabupaten lampung Barat merupakan panda
kedepan vang merupakan cita-cita yang ingin dicapai cleh instansi yar
dengan certimbangan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjac
depan,se "a memperhatikan keinginan stakeholder,maka Visi Dinas F

Kabupaten Lampung Barat adalah “Terwujudnya Pendidikan di

Barat Yung Merata, Terjangkau Dan Berdaya Saing Serta Me:

Budaya [aerah Lampung Barat Sebagai Cerminan Liwa Kota Berbu:

Visi tersebut kemudian di jadikan suatu pedoman untuk penyusunan

tujuaN,sesaran dan strategi dalam mengalokasikan sumber daya daeran

misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Meningkatkan kualitas/mutu, relevansi dan akses masyarzkat
pend:dikan;

2. Meningkatkan pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profes
berkcnpeten;

3. Menyelenggarakan dan melestarikan bahasa, seni dan buda
larnpung barat.

Berdasar<an Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Ba

tersebut, elah ditetapkan arah kebijakan umum untuk meningkatkan ki

kuantitas pendidikkan diKabupaten Lampung Barat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat merudakan unsur |
pemerinteéh daerah dalam bidang pembangunan pendidikar yang berada
dan bertzagung jawab langsung kepada Bupati Kepzla Daerah. Be
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 43 Tahun 207

Pembentt xan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupater
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Barat, m:ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabtpaten Lamgit

mermpuny i tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah be

azas otoromi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bideng pendidikeu

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan Kabupatet

Barat me:mipunyai fungsi

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pend
Kebudayaan ;

b. Peny:lenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
pend dlikan dan Kebudayaan,

c. Pembmnaan dan pelaksanaan tuges bidang pendidikan dan Kebuday.

d. Pelal sanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penc

Kebudayaan.

C. Arah Kebijakan Umum

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudavaan pada ki
2020-20% 4 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenc
Pembanc inan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui
Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu
semua r¢ nyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang t ng¢
jenjang pandidikan, hasii pembelajaran berkualitas, dan mutu pend«
merata I 1k secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain
pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada p
budaya :tan karakier bangsa melalul perbaikan pada kebijakan, pro
pendana:n pendidikan serta pengembangan kesadarar: akan
pelestarizn nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan niai

kebuday:: an global secara positif dan produktif.
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Dilihat dar sasaran pokok pembangunan Pendidikan dan Ksbudayaan K

Pendidikan dan Kebudayaan, ketercapaian pembangunan Pendidikan
Lampung |

zarat dapat dilihat pada tabel berikut

(

3udaya Peringkat Nasional

- Budaya

: C
No Indikator Kinerja Utama . Satuan | Target |Realisasi a‘j
1 Wf\ngka harapan lama sekolah ~ Tahun 12,35 12,26 99
5 f\ngka Partisipasi Murni (APM) % 100 94.97 94
SD
, S : ‘
3 jngka Partisipasi Murni (APM) % 91.99 75 49 82
SMP ‘
4 Angka melanjutkan sekolah % 90,85 100 11¢
jumlah Warisan Budaya Tak | Warisan 81
5 3enda Daerah yang ditetapkan - budaya 11 9
~  sebagai Warisar Budaya Tak | tak
3enda Nasional benda
Jumlah Cagar Budaya yang 4
6 litetapkan sebagai Cagar Cagar 5 2

nteriar
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BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam mewujudkan cita-cita Kabupaten Lampung Barat Kepsla Daerar

Kepala Daerah memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat

Sejahtera’ untuk mencapai visi dapat mewujudkan visi dan misi Kepalz

Daerah terplih khususnya bidang pendidikan, maka diperlukan pe

pembang .nan pendidikan dengan melakukan identifikasi perrnasalah b

tugas dar fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Katupaten Lampun

Maka ses.ai sasaran dari masing-masing misi diatas, Indikator Kinerja Ut

Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Nama Jdrganisasi

Tugas

Fungs:

: Sekretariat Dinas, Kabid PAUD, Kabid Dikc

Ketenagaan

: Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan «

Kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan |
Administrasi pada seluruh unit orgenisasi dilir
Dinas pend:idikan serta melakukan penyusur:

program, evaluasi dan pelaporan.

. a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunar

dan program kerja dilingkungan dinas panz

b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan
kepegawaian, perlengkapan, keuangan, ke
dan kerumahtanggaan;

¢. Pelayanan administrasi;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pele.

lingkup Dinas Pendidikan.
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Penetapar Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Rinstra  : Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan

Indikator Kinerja Utama :

Angka Partisipasi Murni (APM) SD
Angka Par:sipasi Murni (APM) SMP
Angka har:zioan lama sekolah
Angka Mel:njutkan Sekolah

Nilai rata Ujian Nasional (LIN)

-SD

- SMP

Penanggunj Jawab - Sekretaris Dinas, Kabid PAUD, Kabid Dikdas
Ketenagaan

Sumber Dera Dokumen sekretariat, DAPODIK, Korwil,
Bidang PAUD dan PNF, Bidang Pendidikan [
K3S, MKKS dan BPS.

2. Nama Crganisasi : Bidang Kebudayaan.

Penetapar: Incdikator Kinerja Utama :
Sasaran R:nstra . Meningkatnya Pelestarian, Pengembangan dan Pe

kebudayaan daerah

Indikator Hinerja Utama :

Jumlah W :risan Budaya Tak Benda Daerah yang ditetapkan sebagai ‘Wz
Budaya Tax Benda Nasional

Jumlah Cejar Budaya yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat
Penanggung Jawab Kepala Bidang Kebudayaan

Sumber D=ta . Data Bidang Kebudayaan.
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BABV
PENUTUP

Penetapezi indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pe
suatu ke:ciatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun
dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil  den
tinggi. Dengan memperhatikan kriteriza penetapan indikator kinerja yait
dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapal diukur s
dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan ndikator
memberil an informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaizn kinetja ¢
Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja  yanj
organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat me
kegagalan. mempertahankan keberhasilan dan meningkat<ar kinerjany
yang akan datang.

Penvusuran Indikator  Kinerja  Utama (IKU) Dinas Pend
Kebudaya:-n Kabupaten Lampung Barat, didasarkan pada Misi, tujuan,

serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kine:
(IKU) Dias Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, ¢
dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelap
menjadi :cuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dile

pada suaiu tahun tertentu.
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG E ARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUD/ AAN

JI. Mawar No.10 Way Mengaku Kode Pos 38411 Lampung [ rat
Telp. (0728) 21640 E-Mail : disdikbudlampungbarat@gmail om,
Laman : http://disdikbud.lampungbaratkab.go.id/

KEPUTUSAN

KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 050/ {2 /IIL01/2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU}
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan  sal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur cgara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman mum

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) tansi
Pemerintah;
b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama seba; mana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di a = dan
ditetapkan dengan Surat Keputusan .
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme  tahan
Daerah;

o

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang istem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentan: istem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan  cnteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan

4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5° [ahun
2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, P« poran
Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja stansi
Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 :ntang
Rencana

5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) K¢ ipaten
Lampung Barat Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA © Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja U na di
Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan K: ipaien
Lampung Barat.
KEDUA . Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam

lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinc | yang
digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan K: upaten
Lampung Barat, untuk menetapkan rencana kinerja  nunan,
menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, m iyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akui bilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kiner| sesuai
dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidi n dan
Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.



KEEMPAT

KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikato:
Strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekelirua
Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan pc

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Bar
Pada tanggal . 4 Januari 202!

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDA |

KABUPATENXAMPUXG BARAT

nerja

sngan
falam

ukan



Lampiran

Keputusan

Nomor
Tanggal

050/, /1U1.O1/20C

. ¢ Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA
UTAMA

SATUAN

PENJELASAN

ALASAN

FORMULASI/CARA

PENGUKURAN

SUMBER
DATA

KETERANGAN

. {Meningkatnye

mutu
pelayanan
pendidikan

Angka
harapan
lama sekolah

Tahun

Dengan angka
Harapan Lama
Sekolah, bisa
didapatkan
gambaran yang
lebih relevan
dalam
pendidikan dan
perubahan yang
terjadi.Hal ini
dilakukan untuk
meningkatkan
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
dalam sektor
pendidikan.

HLS = FK XYE ti

Pt

BPS

HLS = Harapa
Sekolah

E ti = Jumlal: |

Usia i yang b=
pada tahun t

P ti = Juralah

Usia i pada tah

i= Usia (a,at+1

FK = Faktor Ko:

Pesantren

duk

Angka
Partisipasi
Murni (APM)
sSD

%

Angka
partisipasi
murni (APM) SD
digunakan
untuk
mengukur
partisipasi
penduduk usia
SD yaitu 7-12
vang mengikuti
pendidikan
jenjang SD.

Jumlah Siswa usia
7-12 tahun /
Jumlah penduduk
usia 7-12 Tahun X
100

BPS DAN
DINAS
PENDID/KAN

Angka
Partisipasi
Murni (APM)
SMP

%

Angka
partisipasi
murni (APM)
SMP digunakan
untuk
mengukur
partisipasi
penduduk usia
SMP yaitu 13-15
yang mengikuti
pendidikan
jerijang SMP.

Jumlah Siswa usia
13-15 tahun /
Jumlah penduduk
usia 7-12 Tahun X
100

BPD DAN
DINAS
PENDIDIKAN

Angka
melanjutkan
sekolah

%

Angka
melanjutkan
sekolah
digunakan
untuk
mengukur
sejauh mana
partisipasi
penduduk
untuk mengikuti
jenjang
pendidikan yang
lebih tinggi.

Jumlah siswa
tingkat akhir pada
tahun ajaran
sebelumnya /
jumlah siswa baru
pada jenjang yang
lebih tinggi x 100

DINAS
PENDIDIKAN

Meningkatny:
Pelestarian,

Pengembangan

dan
Pemanfaatan
kebudayaan
daerah

Jumlah
Warisan
Budava Tak
Benda
Daerah vang
ditetapkan
sebagai

Warisan
budaya
tak
benda

Indikator ini
digunakan
sebagai tolak
ukur kabupaten
lampung barat
tentang warisan
budaya tak

Jumlah warisan
budaya tak benda

tahun sebelumnya +

jumlah warisan
budaya tak benda
tahun

DINAS
PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN




Warigan bhenda
Budaya Tak
Benda
Nasional
Jumlah Cagar |Indikator ini Jumlah cagar DINAS
Cagar Budaya |digunakan budava sebelumnya | PENDIDIKAN
Budaya yang sebagai tolak + jumlah cagar DAN
ditetapkan ukur kabupaten |budava tahun N KEBUDAYAAN
sebagai Jampung barat
Cagar tentangcagar
Budaya budaya
Peringkat
Nasional

KEPALA DINASPE AN DAN/KEBUDAYAA

N

—

~—”




